
 

       

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 
  PROVINSI SULAWESI SELATAN      

 
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 

NOMOR  595/I/TAHUN 2025    
 

TENTANG 

PENETAPAN PETA PROSES BISNIS 

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

TAHUN 2025 
 
 

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Grand Design Reformasi 

Birokrasi di bidang tata laksana sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi, harus menyusun peta 

proses bisnis;  

b. bahwa untuk pencapaian visi dan misi Pemerintah 

Kabupaten Kepulauan Selayar melalui sasaran 

meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, 

harus menyusun peta proses bisnis;   

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 
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2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang    

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 6856); 

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025); 
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5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road 

Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi                

Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 435) sebagimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2023 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi                

Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 901); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 

Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 

Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar      

Tahun 2022 Nomor 113); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar    

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan     : 

KESATU : Peta Proses Bisnis Kabupaten Kepulauan Selayar                

Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.   
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KEDUA : Peta Proses Bisnis Kabupaten Kepulauan Selayar 

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas: 

a. Proses Bisnis Level 0 yaitu merupakan peta proses bisnis 

yang memuat seluruh proses bisnis Kabupaten 

Kepulauan Selayar yang terdiri dari Proses Bisnis Utama 

dan Proses Bisnis Pendukung; 

b. Proses Bisnis Level 1 yaitu merupakan penjabaran lebih 

rinci dari proses bisnis Level 0, yang menggambarkan 

proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses 

Level 0; 

c. Proses Bisnis Level Selanjutnya (Level n) merupakan 

penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang 

ada di Level 1; dan 

d. Peta Lintas Fungsi (Cross Functional Map) adalah peta 

yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi 

yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses 

kerja. 

KETIGA : Peta Proses Bisnis Kabupaten Kepulauan Selayar 

sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan 

sebagai acuan penyusunan Standar Operasional Prosedur di 

Lingkungan Kabupaten Kepulauan Selayar. 

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 

     
 Ditetapkan di Benteng 

  pada tanggal 6 Januari 2025 

           
          BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, 
 

 
 

        
    MUH. BASLI ALI 
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LAMPIRAN  

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 

NOMOR 595/I /TAHUN 2025 

TENTANG 

PENETAPAN PETA PROSES BISNIS KABUPATEN 

KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025 

 

PETA PROSES BISNIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  

TAHUN 2025 

 

I. Umum 

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 bahwa visi 

pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 

adalah “Kepulauan Selayar Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”. 

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka upaya umum yang hendak 

dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut: 

a. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan 

Transparan; 

b. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan; 

c. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat; 

d. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman; 

e. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan; dan 

f. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

2. Pelaksanaan visi dan misi tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1 

dilakukan oleh perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah  

Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar Tahun 2022 Nomor 129).  

3. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan Peta 

Proses Bisnis Instansi Pemerintah bahwa peta proses bisnis merupakan 

acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja 

yang efektif dan efesien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja 

sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran 

yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.  
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II. Tujuan dan Manfaat  

Penyusunan peta proses bisnis ini bertujuan agar Kabupaten Kepulauan 

Selayar: 

1. mampu melaksanakan tugas dan fungsi tugas secara efektif dan efisien, 

2. mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal 

mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan 

tujuan, dan  

3. memiliki aset pengetahuan  yang mengintegrasikan  dan 

mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan 

untuk mencapai visi, misi dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar 

pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan 

sumber daya manusia serta penilaian kinerja. 

Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah:  

1. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu 

proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, dan 

2. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam 

mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan. 

 

III. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6                  

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 6856); 
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4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 

Birokrasi 2010-2025); 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi                

Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021                

Nomor 435) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19           

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang 

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 901); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103); 

 

IV. Peta Proses Bisnis 

Merujuk pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar Tahun 2021-2026, terdapat 11 (sebelas) sasaran yang ingin dicapai 

dalam pelaksanaan pemerintahan  kedepan sebagai upaya mendukung visi dan 

misi Kabupaten Kepulauan Selayar periode Tahun 2021-2026. Sebelas sasaran 

tersebut dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu sasaran utama dan 

sasaran pendukung. Sasaran utama merupakan hal teknis yang akan dicapai 

oleh seluruh perangkat daerah yang ada dalam lingkup Kabupaten Kepulauan 

Selayar. Sedangkan sasaran pendukung terdiri dari program dan kegiatan yang 

sifatnya rutin untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada 

sasaran utama. Adapun Peta Proses Kabupaten Kepulaua Selayar sebagai 

berikut:   
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UTAMA  

 

INPUT 

KAB.KEP.SELAYAR 03 

PENINGKATAN 

PEMENUHAN 

KEBUTUHAN DASAR 

MASYARAKAT 

KAB.KEP.SELAYAR 04 

PENINGKATAN DAYA BELI 

MASYARAKAT 

  PENDUKUNG 

OUTPUT 

PERANGKAT 
DAERAH 

PROVINSI DAN 
PEMKAB 

Kerja Sama 
Pembinaan  

Pengawasan 
 
  

PEMERINTAHAN 
PUSAT 

Kebijakan/Regulasi  

KAB.KEP.SELAYAR 11    
PENINGKATAN 
KEPERCAYAAN 

MASYARAKAT TERHADAP 
PELAYANAN 

PETA PROSES BISNIS  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2025   

PEMERINTAHAN 
PUSAT 

Laporan  

PERANGKAT 
DAERAH PROVINSI 

DAN PEMKAB 

Data 
Informasi 

Fasilitasi/Konsultasi 
Koordinasi  

 

KAB.KEP.SELAYAR 01 

PENINGKATAN KAPASITAS 

DAN FASILITAS PERDESAAN 

 

KAB.KEP.SELAYAR 02 

PENINGKATAN KAPASITAS 

SDM DAN FASILITAS 

PEREKONOMIAN PERDESAAN 

 

KAB.KEP.SELAYAR 05 

PENINGKATAN USAHA 

PERIKANAN 

KAB.KEP.SELAYAR 06 

PENINGKATAN USAHA 

PARIWISATA 

KAB.KEP.SELAYAR 07 

PENINGKATAN USAHA 

INDUSTRI, 

TRANSPORTASI DAN 

PERDAGANGAN 

KAB.KEP.SELAYAR 08  

PENINGKATAN UPAYA 

PELESTARIAN NILAI NILAI 

BUDAYA DAN KEARIFAN 

LOKAL DENGAN 

MENGAKTUALISASIKAN 

PADA KEHIDUPAN SOSIAL 

KAB.KEP.SELAYAR 09 

PENINGKATAN 

TOLERANSI KEHIDUPAN 

SOSIAL 

KEMASYARAKATAN 

KAB.KEP.SELAYAR 10 

PENURUNAN TINGKAT 

PERUSAKAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

DAN PENCEMARAN 

SERTA PENINGKATAN 

MITIGASI LINGKUNGAN 
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LEVEL 0 : SASARAN STRATEGIS 
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SASARAN 1 : PENINGKATAN KAPASITAS DAN FASILITAS PERDESAAN 

LEVEL 1 : PROGRAM 
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SASARAN 1 PENINGKATAN KAPASITAS DAN FASILITAS PERDESAAN 

LEVEL 1 : PROGRAM  
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KAB.KEP.SELAYAR 1.1 PENYELENGGARAAN JALAN 
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LEVEL N : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN 

SUBKEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 9 - 
 

 

SUB KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN 
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SUBKEGIATAN REHABILITASI JALAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 11 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN 
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SUBKEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN 
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SUBKEGIATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN 
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SUBKEGIATAN REHABILITASI JEMBATAN 
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SUBKEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN 
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SUBKEGIATAN PEMELIHARAAN BERKALA JEMBATAN 
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KAB.KEP.SELAYAR 1.2 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 
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LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN FASILITASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI DESA 
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SUBKEGIATAN PELAKSANAAN FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA 
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SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 
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SUB KEGIATAN PELAKSANAAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 
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SUBKEGIATAN PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS APATUR PEMERINTAH DESA 
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SUBKEGIATAN PELAKSANAAN FASILITASI PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA 
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SUBKEGIATAN PELAKSANAAN EVALUASI DAN PENGAWASAN PERATURAN DESA 
 

 

 

 

 
 

 

 



- 25 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BUMDESA DAN LEMBAGA KERJASAMA ANTAR DESA 
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SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 
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SUB KEGIATAN PELAKSANAAN FASILITASI PENYUSUNAN PROFIL DESA 
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SUBKEGIATAN PELAKSANAAN FASILITASI PENGANKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 
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SUB KEGIATAN PELAKSANAAN FASILITASI MANAJEMEN PEMERINTAH DESA 
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SUBKEGIATAN PELAKSANAAN FASILITASI MANAJEMEN PEMERINTAH DESA 
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SUBKEGIATAN PELAKSANAAN FASILITASI PENGELOLAAN ASET DESA 
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SUBKEGIATAN PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA BADAN PERNUSYAWARATAN DESA (BPD) 
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SUB KEGIATAN PELAKSANAAN FASILITASI PENETAPAN BATAS DESA 
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SUBKEGIATAN PELAKSANAAN FASILITASI PEMBINAAN LAPORAN KEPALA DESA 
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SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENUGASAN URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA YANG DILAKSANAKAN OLEH DESA 
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SUBKEGIATAN PELAKSANAAN  FASILITASI EVALUASI PEEKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN 
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KAB.KEP.SELAYAR 11.07 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN LEMBAGA HUKUM ADAT 
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LEVEL N : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
KEGIATAN PEMBERDAAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA  

DAN LEMBAGA ADAT DESA TINGKAT DAERAH 
SUBKEGIATAN IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI MASYARAKAT HUKUM ADAT 
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SUBKEGIATAN FALITASI PENATAAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENDAYAGUNAAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 
DESA/KELURAHAN (RT,RW,PKK,POSYANDU,LPM,DAN KARANG TARUNA ) LEMBAGA ADATDESA/KELURAHAN  

DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 
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SUBKEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT,RW,PKK, POSYANDU, LPM,  

DAN KARANG TARUNA) LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHANDAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 
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SUBKEGITAN FASILITASI PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KELEMBAGAAN DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN 

(RT,RW,PKK,POSYANDU,LPM DAN KARANG TARUNA) LEMBAGA KEMASYARAKATN HUKUM ADAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 42 - 
 

SUB KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DALAM MENINGKATKAN 

PENDAPATAN ASLI DESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 43 - 
 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN FASILITASI PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 44 - 
 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN FASILITASI BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT 

 

 

 

 

 

 

 



- 45 - 
 

SUBKEGIATAN FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMA KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA

 



- 46 - 
 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DAN KESEJAHTERAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 47 - 
 

SUB KEGIATAN PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM MEMBANGUN KERJASAMA KELUARGA, WARGA  
DAN KELOMPOK MAYARAKAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 48 - 
 

SUB KEGIATAN PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN UNTUK MEWUJUDKAN 

SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS 



- 49 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 1.04  PENINGKATAN KERJASAMA DESA 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



- 50 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
KEGIATAN PELAKSANAAN FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA DALAM KABUPATEN 

SUBKEGIATAN PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN UNTUK MEWUJUDKAN 
SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 51 - 
 

 

SUBKEGIATAN PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA DALAM KABUPATEN/KOTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 52 - 
 

 

SUB KEGIATAN FASILITASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN 



- 53 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 1.5 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 



- 54 - 
 

 

LEVEL n-1 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

 



- 55 - 
 

 

 



- 56 - 
 

 

 
 



- 57 - 
 

 

 
 



- 58 - 
 

 

 
 



- 59 - 
 

 

 
 



- 60 - 
 

 

 
 



- 61 - 
 

 

 
 



- 62 - 
 

 

 

 



- 63 - 
 

 

 

 



- 64 - 
 

 

 

 



- 65 - 
 

 

 



- 66 - 
 

 

 

 

 



- 67 - 
 

 

 

 
 
 



- 68 - 
 

 

LEVEL n-2 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

 



- 69 - 
 

 

 



- 70 - 
 

 

 



- 71 - 
 

 

 

 



- 72 - 
 

 

 



- 73 - 
 

 

 



- 74 - 
 

 

 



- 75 - 
 

 

 

 



- 76 - 
 

 

 



- 77 - 
 

 

 

 



- 78 - 
 

 

 



- 79 - 
 

 

 
 



- 80 - 
 

 

LEVEL n-3 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

 

 



- 81 - 
 

 

 
 



- 82 - 
 

 

LEVEL n-4 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

 

 



- 83 - 
 

 

 



- 84 - 
 

 

 



- 85 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 01.06 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 86 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

KEGIATAN KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 

SUBKEGIATAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 87 - 
 

 

SUBKEGIATAN SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH 

DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 88 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 

 

 



- 89 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 1.7 PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 90 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK 

 
 

 
 



- 91 - 
 

 

PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 

 
 
 
 
 



- 92 - 
 

 

PENGEMBANGAN KEKHASAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 

 



- 93 - 
 

 

PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN STANDAR 
NASIONAL PERPUSTAKAAN 

 
 
 
 

 
 



- 94 - 
 

 

PEMBINAAN PERPUSTAKAAN KHUSUS TINGKAT KABUPATEN/KOTA 

 
 

 
 



- 95 - 
 

 

PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 

 
 

 
 



- 96 - 
 

 

PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN RUJUKAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA 

 
 
 

 
 



- 97 - 
 

 

PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA 

 
 

 



- 98 - 
 

 

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANAGAN BAHAN PUSTAKA 

 
 



- 99 - 
 

 

PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI PERPUSTAKAAN, TENAGA PERPUSTAKAAN, DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 

 
 

 

 



- 100 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

PELAKSANAAN SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS SERTA 
MASYARAKAT 

 



- 101 - 
 

 

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PERPUSTAKAAN DI TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG MENJADI KEWENANGAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

 
 

 

 



- 102 - 
 

 

PEMBERIAN PENGHARGAAN GERAKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA 

 
 

 
 



- 103 - 
 

 

PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL 

 
 

 



- 104 - 
 

 

PEMILIHAN DUTA BACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

 



- 105 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 1.8 PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

 

 
 

 



- 106 - 
 

 

LEVEL N : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
KEGIATAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMAPAHAN 

 
 



- 107 - 
 

 

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA

 

 

 

 



- 108 - 
 

 

PENANGANAN SAMPAH MELALUI PEMILAHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAHDI INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH TPS-3R, PDU, TPST, TPS, 

SPA, PSEL/PLTSA, RDF, PUSAT PENGOMPOSAN, BIODIGESTER, BANK SAMPAH DAN FASILITAS LAINNYA SESUAI DENGAN PERUNDANGAN

 

 

 



- 109 - 
 

 

PENGURANGAN SAMPAH DENGAN MELAKUKAN PEMBATASAN, PENDAURAN ULANG DAN PEMANFAATAN KEMBALI 

 

 

 

 



- 110 - 
 

 

PENANGANAN SAMPAH MELALUI PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST KABUPATEN/KOTA ATAU TPA/TPST REGIONAL 

 



- 111 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 1.9 PENANGGULANGAN BENCANA

 

 

 
 



- 112 - 
 

 

LEVEL N : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PELAKSANAAN SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI  (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN KOTA

 

 

 
 



- 113 - 
 

 

LEVEL N-2: PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PENGELOLAAN RISIKO BENCANA KABUPATEN/KOTA

 

 

 

 



- 114 - 
 

 

PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA 

 

 

 



- 115 - 
 

 

PENGUATAN KAPASITAS KAWASAN UNTUK PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

 

 



- 116 - 
 

 

PENGEMBANGAN KAPASITAS TIM REAKSI CEPAT (TRC) BENCANA KABUPATEN/KOTA

 



- 117 - 
 

 

PENYUSUNAN  RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 118 - 
 

 

 

PELATIHAN  PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 119 - 
 

 

LEVEL N-3: PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PELAKSANAAN RESPON CEPAT  DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA 

 
 

 
 



- 120 - 
 

 

PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 

 
 
 
 
 

 
 



- 121 - 
 

 

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR  DALAM PENANGANAN DARURAT KABUPATEN/KOTA 

 
 



- 122 - 
 

 

PENYEDIAAN LOGISTIK  PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA 

 
 
 

 
 



- 123 - 
 

 

PELAKSANAAN AKTIVASI SISTEM KOMANDO  PENANGANAN DARURAT BENCANA 

 
 

 



- 124 - 
 

 

LEVEL N-4: PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEBENCANAAN

 

 

 

 



- 125 - 
 

 

KOORDINASI PENANGANAN PASCA BENCANA KABUPATEN/KOTA 

 



- 126 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 1.10 PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

 

 
 



- 127 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA 
SUBKEGIATAN PENINGKATAN KEJUARAAN OLAHRAGA TIBGKAT DAERAH KAB/KOTA

 
 

 



- 128 - 
 

 

SUBKEGIATAN PARRISIPASI DAN KEIUKTSERAAN DALAM PENYELENGGARAAN KEJUARAAN 

 

 



- 129 - 
 

 

 

 

 

 



- 130 - 
 

 

 



- 131 - 
 

 

 

 



- 132 - 
 

 

 

 

 



- 133 - 
 

 

 

 

 



- 134 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 135 - 
 

 

 



- 136 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 1.11 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 



- 137 - 
 

 

LEVEL N : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
KEGIATAN ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR  

SUBKEGIATAN PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  

 



- 138 - 
 

 

SASARAN 2 PENINGKATAN KAPASITAS SDM DAN FASILITAS PEREKONOMIAN PERDESAAN 

LEVEL 1 : PROGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 139 - 
 

 

 

KAB.KEP.SELAYAR 2.1 PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 140 - 
 

 

 
LEVEL N : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI 

 



- 141 - 
 

 

KOORDINASI LINTAS LEMBAGA DAN KERJASAMA SEKTOR DENGAN SEKTOR SWASTA UNTUK PENYEDIAAN INSTRUKTUR SERTA SARANA 

DAN PRASARANA LEMBAGA PELATIHAN KERJA 

 

 

 



- 142 - 
 

 

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PELATIHAN KERJA 

 

 



- 143 - 
 

 

PELAKSANAAN KONSULTASI PRODUKTIVITAS KEPADA PERUSAHAAN KECIL 

 



- 144 - 
 

 

PENGUKURAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 

 

 



- 145 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 2.2 PENEMPATAN TENAGA KERJA 

 

 
 
 
 



- 146 - 
 

 

LEVEL N : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PENYEDIAAN SUMBER DAYA PELAYANAN ANTAR KERJA 

 
 

 



- 147 - 
 

 

PELAYANAN ANTAR KERJA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 148 - 
 

 

PENYULUHAN DAN BIMBINGAN JABATAN BAGI PENCARI KERJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 149 - 
 

 

PENYELENGGARAAN UNIT LAYANAN DISABILITAS KETENAGAKERJAAN 

 

 
 

 

 



- 150 - 
 

 

PERLUASAN KESEMPATAN KERJA 

 
 

 



- 151 - 
 

 

PENYEDIAAN SUMBER DAYA PERIZINAN LPTKS SECARA TERINTEGRASI 

 



- 152 - 
 

 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LPTKS 

 

 
 

 



- 153 - 
 

 

PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL APLIKASI INFORMASI PASAR KERJA ONLINE 

 

 

 

 



- 154 - 
 

 

PELAYANAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PASAR KERJA ONLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 155 - 
 

 

JOB FAIR /BURSA KERJA 

  

 



- 156 - 
 

 

PENINGKATAN PELINDUNGAN DAN KOMPETENSI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)/PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) 

 



- 157 - 
 

 

PENYEDIAAN LAYANAN TERPADU PADA CALON PEKERJA MIGRAN 

 
 

 



- 158 - 
 

 

PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PURNA PENEMPATAN 

 

 
 

 

 

 



- 159 - 
 

 

 

KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERPANJANGAN IMTA YANG LOKASI KERJA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 

 



- 160 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 2.3 PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- 161 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
KEGIATAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN 

KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN   
SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



- 162 - 
 

 

SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO 



- 163 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 2.4 PENYULUHAN PERTANIAN 

 

 

 

 

 

 

 
 



- 164 - 
 

 

LEVEL n-1 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KEC DAN DESA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



- 165 - 
 

 

LEVEL n-2 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

PENILAIAN KELAS KEMAMPUAN KELOMPOK TANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



- 166 - 
 

 

E-RENCANA DEFENITIF KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK) 

 

 

 

 



- 167 - 
 

 

KELOMPOK TABI DAN PELAYANAN DALAN (KTNA) 

 

 

 



- 168 - 
 

 

PEKAN NASIONAL 

 



- 169 - 
 

 

PETANI MILENIAL 

 

 

 

 



- 170 - 
 

 

PENYULUH PERTANIAN SWADAYA 

 

 

 

 



- 171 - 
 

 

LEVEL n-3 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 172 - 
 

 

PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PARASARANA PENYULUHAN PERTANIAN 

 

 

 

 

PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN 



- 173 - 
 

 

 

 

 

 



- 174 - 
 

 

LEVEL n-4 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LAPANG KLP TANI TINGKAT KAB/KOTA 

 



- 175 - 
 

 

LEVEL n-5 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

DIKLAT PENYULUH 

 

 



- 176 - 
 

 

PENINGKATAN KAPASITAS PENYULUH PERTANIAN 

 

 



- 177 - 
 

 

LEVEL n-6 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

PENGUATAN KELEMBAGAAN PENYLUH PERTANIAN DI TINGKAT KAB/KOTA 

 

 



- 178 - 
 

 

LEVEL n-7 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

 



- 179 - 
 

 

LEVEL n-8 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

 

 

 

 

 



- 180 - 
 

 

LEVEL n-9 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

 

 

 



- 181 - 
 

 

LEVEL n-10 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

 

 

 



- 182 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 2.5 PENGELOLAAN KAWASAN PERMUKIMAN

 

 



- 183 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 

 

 

  

 
 

 

 

 



- 184 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
Penyusunan/Review/Legalisasi 

 



- 185 - 
 

 

Pembentukan/Pembinaan Kelompok  Swadaya  Masyarakat di Permukiman Kumuh 

 



- 186 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 

 

 



- 187 - 
 

 

Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh 

 

 



- 188 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 2.6 PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 189 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
KEGIATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN 

KESEJAHTERAAN KELUARGA 
SUBKEGIATAN PENGADAAN SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN ESEJAHTERAAN 

KELUARGA (BKB,BKL,BKR, PPKS PIK REMAJA DAN UPPKA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 190 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENYEDIAAN BIAYA OPERASIOANAL BAGI PENGELOLA DAN PELAKSANA (KADER KETAHANAN 

DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKL, BKR, PPPKS , PIK REMAJA DAN UPPKA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 191 - 
 

 

SASARAN 3 PENINGKATAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT 

LEVEL 1 : PROGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 192 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 3.1 PENGELOLAAN PENDIDIKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



- 193 - 
 

 

LEVEL N 1 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR  

PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 194 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 195 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 196 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITIS SEKOLAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 197 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH/GURU/PENJAGA SEKOLAH

 

 

 

 



- 198 - 
 

 

SUBKEGIATAN RAHABILITAS SEDANG/BERATRUANG GURU /KEPALA SEKOLAH/TU

 

 

 

 

 



- 199 - 
 

 

SUBKEGIATAN REHABILITAS SEDANG /BERAT RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH

 

 

 

 



- 200 - 
 

 

SUBKEGIATAN REHABILITAS SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH

 

 

 

 

 



- 201 - 
 

 

SUBKEGIATAN REHABILITAS SEDANG/BERATRUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH/GURU/PENJAGA SEKOLAH 

 

 

 



- 202 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN SARANA, PRASARANAN DAN UTILITAS SEKOLAH 

 

 

 



- 203 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN SARANA, PRASARANAN DAN UTILITAS SEKOLAH 

 

 



- 204 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENYEDIAAN PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH DASA

 



- 205 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA

 

 

 



- 206 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 

 

 



- 207 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN SEKOLAH DASAR 

 

 



- 208 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBANGUNAN LABORATORIUM  SEKOLAH DASAR

 

 

 



- 209 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL UNTUK PENDIDIKAN 

 

 

 



- 210 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLA DANA BOS SEKOLAH DASAR 

 

 

 



- 211 - 
 

 

SUBKEGIATAN FASILITASI KOMUNITAS BELAJAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

 

 

 



- 212 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBERIAN LAYANAN PENDAMPINGAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN UNTUK PENCEGAHAN PERUNDUNGAN, KEKERASAN 

DAN INTOLERANSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 213 - 
 

 

SUBKEGIATAN PERLENGKAPAN DASAR BUKU TEKS DAN NON TEKS PESERTA DIDIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 214 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU

 

 

 



- 215 - 
 

 

SUBKEGIATAN REHABILITA SEDANG /BERAT SARANA, PRASARANA  DAN UTILITAS SEKOLAH

 



- 216 - 
 

 

 

SUBKEGIATAN RAHABILITAS SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH

 

 
 



- 217 - 
 

 

LEVEL N 2 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH 

SUBKEGIATAN PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK 

 

 



- 218 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN  REHABILITASI SEDANG/BERAT KANTIN SEKOLAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 219 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN  PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 

 

 



- 220 - 
 

 

SUBKEGIATAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH   

 

 



- 221 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN  PEMBANGUNAN  ASRAMA SEKOLAH 

 

 



- 222 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN  PENATAAN RUANG/SUDUT BACA 

 

 



- 223 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS PESERTA DIDIK

 



- 224 - 
 

 

SUBKEGIATAN BALAI BESAR PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN BBPMP PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

 



- 225 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN  REHABILITASI SEDANG BERAT ASRAMA SEKOLAH 

 

 



- 226 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBERIAN LAYANAN PENDAMPINGAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN UNTUK PENCEGAHAN PERUNDUNGAN, KEKERASAN, 

DAN INTOLERANSI 

 



- 227 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TIK 

 

 

 



- 228 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKI 

 

 



- 229 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN  PEMBANGUNAN KANTIN SEKOLAH 

 

 



- 230 - 
 

 

SUBKEGIATAN FASILITAS KOMUNITAS BELAJAR BIDANG PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

 

 



- 231 - 
 

 

SUBKEGIATAN PERLENGKAPAN DASAR BUKU TEKS DAN NON TEKS PESERTA DIDIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 232 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN  PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH 

 

 



- 233 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

 

 

 

 

 



- 234 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN  REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG SERBA GUNA/AULA 

 

 

 



- 235 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL UNTUK PENDIDIKAN

 

 

 



- 236 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN  PEMBANGUNAN  LABORATORIUM 

 

 



- 237 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN  REHABILITASI SEDANG/BERAT LABORATORIUM 

 

 

 



- 238 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

 

 

 



- 239 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN  REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH 

 

 



- 240 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN PEMELIHARAAN MEBEL SEKOLAH

 

 

 



- 241 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENINGKATAN PROFESI PELAKU PERBUKUAN DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA 

 

 

 



- 242 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN  REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 

 

 



- 243 - 
 

 

PELAKSANAAN  PEMBANGUNAN  RUANG SERBA GUNA/AULA 

 

 



- 244 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN  PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU 

 

 

 



- 245 - 
 

 

SUBKEGIATAN SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 246 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBINAAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) UNTUK PENDIDIKAN 

 

 



- 247 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH 

PERTAMA 

 



- 248 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN 

 

 



- 249 - 
 

 

SUBKEGIATAN KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN 

 

 



- 250 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENGADAAN ALAT RUMAH TANGGA 

 

 



- 251 - 
 

 

 

SUBKEGIATAN PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK 

 



- 252 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH/GURU/PENJAGA SEKOLAH 

 

 



- 253 - 
 

 

SUBKEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN 

 

 



- 254 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

 

 



- 255 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH /GURU/PENJAGA SEKOLAH 

 

 



- 256 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN  REHABILITASI SEDANG/BERAT FASILITAS PARKIR 

 

 



- 257 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU 

 

 



- 258 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

 

 



- 259 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH

 

 

 



- 260 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH 

 



- 261 - 
 

 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA,PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 

 



- 262 - 
 

 

 

SUBKEGIATAN PENGADAAN MEBEL SEKOLAH 

 

 



- 263 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN  REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU 

 

 



- 264 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK 

 

 



- 265 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN  PEMELIHARAAN RUTIN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 

 

 



- 266 - 
 

 

LEVEL N 3 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH PAUD 

PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 267 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD 

 



- 268 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENINGKATAN PROFESI PELAKU PERBUKUAN DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 269 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOP PAUD

 

 

 



- 270 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR PAUD

 

 

 



- 271 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMELIHARAAN MEBEL SEKOLAH

 

 

 

 

 



- 272 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK PAUD

 

 

 



- 273 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 

 

 



- 274 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PAUD 

 



- 275 - 
 

 

SUBKEGIATAN REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH 

 

 



- 276 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENGADAAN ALAT RUMAH TANGGA PAUD 

 



- 277 - 
 

 

SUBKEGIATAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG SERBA GUNA/AULA 

 



- 278 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBERIAN LAYANAN PENDAMPINGAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN UNTUK PENCEGAHAN PERUNDUNGAN, KEKERASAN, 

DAN INTOLERANSI 

 



- 279 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU 

 

 



- 280 - 
 

 

SUBKEGIATAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU 

 

 



- 281 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH   

 

 



- 282 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENGADAAN MEBEL PAUD

 

 

 



- 283 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN PAUD 

 

 



- 284 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK

 



- 285 - 
 

 

PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK PAUD 

 

 



- 286 - 
 

 

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TIK 

 

 



- 287 - 
 

 

LEVEL N 4 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PEMBANGUNAN GEDUNG /RUANG KELAS/RUANG GURU NONFORMAL/KESETARAAN

 

 



- 288 - 
 

 

PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK NONFORMAL/KESETARAAN

 

 



- 289 - 
 

 

PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN

 

 

 



- 290 - 
 

 

KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI, DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN

 

 

 



- 291 - 
 

 

FASILITAS SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI PENDIDIK SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 292 - 
 

 

PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU

 

 

 

 



- 293 - 
 

 

BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN ,DAN/ATAU MAGANG /PKL. UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN

 

 

 



- 294 - 
 

 

PEMELIHARAAN RUTIN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH

 



- 295 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 3.02 PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 

 

 

 

 

 
 

 



- 296 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
KEGIATAN PEMELIHARAAN ANAK-ANAK TERLANTAR 
SUBKEGIATAN RUJUKAN ANAK-ANAK TERLANTAR 

 

 

 

 

 
 

 



- 297 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN KAB/KOTA

 
 

 



- 298 - 
 

 

SUBKEGIATAN FASILITASI BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT 

 

 

 

 

 
 



- 299 - 
 

 

SUBKEGIATAN FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 300 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 3.3 REHABILITASI SOSIAL 

 

 

 

 

 

 
 

 



- 301 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
KEGIATAN PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA 

TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL 
SUBKEGIATAN PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN 

 

 

 

 

 
 

 



- 302 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN 

 

 

 

 

 
 



- 303 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA 

 

 
 

 

 
 
 

 
 



- 304 - 
 

 

SUBKEGIATAN MEMFASILITASI FASILITASI PEMBUATAN NOMOR INDUK KPENEDUDUKAN, AKTA KELAHIRAN, SURAT NIKAH,  
DAN KARTU INDENTITAS ANAK 

 

 

 

 

 

 
 



- 305 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENYEDIAAN PERMAKANAN 
 

 

 

 

 
 

 

 



- 306 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN 

 

 

 

 

 
 



- 307 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 3.4 PELAKSANAAN PENGANGANAN BENCANA 

 

 

 

 

 

 

 



- 308 - 
 

 

LEVEL N : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PERLINDUNGAN  SOSIAL  KORBAN  BENCANA  ALAM  DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA 

PENYEDIAAN MAKANAN 

 

 

 

 

 
 



- 309 - 
 

 

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI 

 

 

 

 

 
 



- 310 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENANGANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 311 - 
 

 

SUB KEGIATAN KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA 



- 312 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 3.5 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

 

 

 
 



- 313 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

KEGIATAN PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU)  
LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA 

SUBKEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI BENDUNGAN, EMBUNG, DAN 

BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA 

 
 

 

 

 

 
 



- 314 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI AIR TANAH DAN AIR BAKU 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 315 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBANGUNAN EMBUNG DAN PENAMPUNG AIR LAINNYA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 316 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBANGUNAN UNIT AIR BAKU 

 

 

 

 

 

 



- 317 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBANGUNAN TANGGUL SUNGAI 

 

 

 



- 318 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBANGUNAN PERKUATAN TEBING SUNGAI 

 

 



- 319 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBANGUNAN SEAWALL DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI LAINNYA 

 

 



- 320 - 
 

 

SUBKEGIATAN REHABILITASI SEAWAL DAN BANGUNAN PENGAMAGAN PANTAI LAINNYA 

 

 



- 321 - 
 

 

SUBKEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN UNIT AIR BAKU 

 

 

 



- 322 - 
 

 

SUBKEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN TANGGUL DAN TEBING SUNGAI 

 

 

 

 

 



- 323 - 
 

 

SUBKEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN BREAKWATER SEAWALL DAN BNAGUNAN PENGAMAN PANTAI LAINNYA 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 



- 324 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA  

DIBAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 

SUBKEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI IRIGASI DAN RAWA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 325 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 

 



- 326 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBANGUNAN BENDUNG IRIGASI 

 

 



- 327 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 328 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBANGUNAN BENDUNG IRIGASI 

 



- 329 - 
 

 

SUBKEGIATAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 

 

 



- 330 - 
 

 

SUBKEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARIGAN IRIGASI PERMUKAAN

 



- 331 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 3.6 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 332 - 
 

 

LEVEL N : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 

PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN 
 

 

 

 

 

 



- 333 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBANGUNAN SPAM BUKAN JARINGAN PERPIPAAN 

 

 

 

 

 

 



- 334 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 3.7 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 

 

 

 

 

 

 
 

 



- 335 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 

SUBKEGIATAN OPTIMALISASI SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK SPALD TERPUSAT SKALA KAWASAN TERTENTU 

 
 

 



- 336 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENYEDIAAN SARANA PENGANGKUTAN LUMPUR TINJA 

 

 

 

 
 

 

 



- 337 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK 

(SPALD) 

 

 

 

 

 
 

 



- 338 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENYEDOTAN LUMPUR TINJA 

 



- 339 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) 

 



- 340 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 3.8 PENGEMBANGANN PERUMAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 341 - 
 

 

LEVEL N-1 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

PELAKSANAAN IDENTIFIKASI LAHAN-LAHAN POTENSIAL SEBAGAI LOKASI RELOKASI PERUMAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 342 - 
 

 

PENGUMPULAN DATA RUMAH KORBAN BENCANA KEJADIAN SEBELUMNYA YANG BELUM TERTANGANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 343 - 
 

 

PENDATAAN TINGKAT KERUSAKAN RUMAH AKIBAT BENCANA 

 



- 344 - 
 

 

PENDATAAN RUMAH SEWA MILIK MASYARAKAT, RUMAH SUSUN DAN RUMAH KHUSUS 

 



- 345 - 
 

 

PELAKSANAAN IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG BERPOTENSI  TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/ KOTA 

 

 



- 346 - 
 

 

PENDATAAN DAN VERIFIKASI PENERIMA RUMAH BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/ KOTA 

 

 



- 347 - 
 

 

PELAKSANAAN IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA  

 



- 348 - 
 

 

 

PENDATAAN  DAN  VERIFIKASI  CALON PENERIMA   RUMAH   BAGI   KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 

 



- 349 - 
 

 

LEVEL N-2 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

PEMBENTUKAN DAN PELATIHAN TIM SATGAS, TIM PENDAMPING DAN FASILITATOR 

 



- 350 - 
 

 

LEVEL N-3 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PELAKSANAAN KOORDINASI UNTUK MENYEPAKATI 

 

 

 



- 351 - 
 

 

LEVEL N-4 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH  SUSUN  UMUM  DAN/ATAU RUMAH KHUSUS

 



- 352 - 
 

 

LEVEL N-5 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

PELAKSANAAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN 
 
 

 



- 353 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 3.9 PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

 

 

 
 



- 354 - 
 

 

LEVEL N : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN 

 

 



- 355 - 
 

 

PELAKSANAAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM RANGKA PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 356 - 
 

 

PEMELIHARAAN OPERASIONAL PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM DI PERUMA

 

 



- 357 - 
 

 

PERENCANAAN PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN 



- 358 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 3.10 PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON 

KEBAKARAN (SPM) 

 



- 359 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
KEGIATAN PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 

SUBKEGIATAN PENCEGAHAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KAB/KOTA  



- 360 - 
 

 

 

  



- 361 - 
 

 

  



- 362 - 
 

 

 



- 363 - 
 

 

  



- 364 - 
 

 

  



- 365 - 
 

 

  



- 366 - 
 

 

  



- 367 - 
 

 

  



- 368 - 
 

 

  



- 369 - 
 

 

 

  



- 370 - 
 

 

 
  



- 371 - 
 

 



- 372 - 
 

 

  



- 373 - 
 

 

 

 
  



- 374 - 
 

 

  



- 375 - 
 

 

  



- 376 - 
 

 

  



- 377 - 
 

 

  



- 378 - 
 

 

  



- 379 - 
 

 

  



- 380 - 
 

 

 



- 381 - 
 

 

  



- 382 - 
 

 

  



- 383 - 
 

 

 



- 384 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 3.11 PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 

 

 



- 385 - 
 

 

LEVEL n-1 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

 
 

 
 

 



- 386 - 
 

 

 
 

 

 
 



- 387 - 
 

 

 
 

 

 
 



- 388 - 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 



- 389 - 
 

 

 
 

 

 



- 390 - 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 



- 391 - 
 

 

 

 
 
 



- 392 - 
 

 

 
 

 

 
 



- 393 - 
 

 

 



- 394 - 
 

 

 

 
 

 
 



- 395 - 
 

 

 

 
 

 



- 396 - 
 

 

 

 
 

 
 
 



- 397 - 
 

 

 
 
 

 

 



- 398 - 
 

 

LEVEL n-2 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

 
 

 



- 399 - 
 

 

 
 

 

 
 



- 400 - 
 

 

 

 

 



- 401 - 
 

 

 

 
 
 

 
 



- 402 - 
 

 

 

 
 

 
 



- 403 - 
 

 

 

LEVEL n-3 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
 
 

 

 

 
 



- 404 - 
 

 

LEVEL n-4 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

 

 
 
 
 

 

 

 
 



- 405 - 
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LEVEL n-5 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
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LEVEL n-6 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
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KAB.KEP.SELAYAR 3.12 PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 
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LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
KEGIATAN PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN 

PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL 
SUBKEGIATAN PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN BANGGA KENCANA  
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SUBKEGIATAN PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI 
RAPAT KOORDINASI KECAMATAN (RAKORCAM) RAPAT KOORDINASI DESA (RAKORDES) DAN MINI 

LOKAKARYA (MINILOK) 
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SUBKEGIATAN PROMOSI DAN KIE PROGRAM KKBPK MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK 

SERTA MEDIA LUAR RUANG 
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SUBKEGIATAN PELAKSANAAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PROGRAM BANGGA 
KENCANA  

SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL 
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SUBKEGIATAN PELAKSANAAN ADVOKASI PROGRAM BANGGA KENCANAOLEH POKJA ADVOKASI 
KEPADA STAKEHOLDER  

DAN MITRA KERJA 
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LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
KEGIATAN PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB) 

SUBKEGIATAN PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG OPERASIONAL PKB/PLKB 
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SUBKEGIATAN PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP) 
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SUBKEGIATAN PEMBINAAN IMP DAN PROGRAM KKBPK DI LINI LAPANGAN OLEH PKB/PLKB 
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LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA 

PELAKSANAAN  
PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA  

SUBKEGIATAN PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA 

PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINNYA   
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SUBKEGIATAN PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASPSI JANGKA PANJANG 
(MKJP)  
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SUBKEGIATAN  PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN ALOKON DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN 
KB 
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SUBKEGIATAN PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB  
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SUBKEGIATAN PEMBINAAN PELAYANAN KB DAN  KESPRO DI FASILITAS KESEHATAN TERMASUK 
JARINGAN DAN JEJARINNYA  
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SUBKEGIATAN PELAKSANAAN DUKUNGAN OPERASIONAL  PELAYANAN BERGERAK
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LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
KEGIATAN PEMBERDAYAAN DANPENINGKATAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TK.DAERAH 

KAB/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB 
SUBKEGIATAN PELAKSANAAN INTEGRASI PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR DI KAMPUNG KB 
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SUBKEGIATAN  PELAKSANAAN FASILITAS PENGELOLAAN DAPUR SEHAT ATASI STUNTING (DASHAT) DI 
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS 
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SUBKEGIATAN PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM DI KAMPUNG KB 
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KAB.KEP.SELAYAR 3.13 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 
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LEVEL N : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
KEGIATAN PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA 

SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 
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KAB.KEP.SELAYAR 6.6 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (SPM) 
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LEVEL N : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

KEGIATAN PENYEDIAAN FASILITASI PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KAB/KOTA 
SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS 
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SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 
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SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH DINAS TENAGA KESEHATAN 
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SUB KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 
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SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT 
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LEVEL N : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATENKOTA 

SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 
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SUBKEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 
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SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 
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SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 
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SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 
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SUBKEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN  PENDERITA HIPERTENASI 
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SUBKEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN  PENDERITA DIABETES MELITUS 
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SUBKEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT 
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SUBKEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 
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SUBKEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 
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SUBKEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 
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SUBKEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 



- 450 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SUBKEGIATAN  PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 
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SUBKEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 
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SUBKEGIATAN PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT 
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SUBKEGIATAN PENYELENGGARAAN KABUPATENKOTA SEHAT 
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SUBKEGIATAN INVESTASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN ( KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 
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SUBKEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERAPAN SPM BIDANG KESEHATAN KABUPATENKOTA 
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LEVEL N : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN  KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 
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SUB KEGIATAN BIMTEK PENGELOLA PROGRAM KESEHATAN KERJA DI PUSKESMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBKEGIATAN PENGELOLAAN SISTEM MANAJEMEN K3 DI SEKTOR FORMAL 
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SUBKEGIATAN PENGELOLAAN  MONEV PROG. UKK 
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LEVEL N : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
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KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, AKUPUNTUR, ASUHAN MANDIRI, DAN TRADISIONAL LAINNYA 

SUB KEGIATAN PEMBINAAN KADER ASUHAN MANDIRI TOGA & AKUPRESSUR DAN PEMBINAAN PENYEHAT TRADISIONAL (PEHATRA) 
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SUBKEGIATAN PEMBINAAN ASUHAN MANDIRI TOGA & AKUPRESSUR PADA KELAS IBU HAMIL, KELAS IBU BALITA DAN PEMBINAAN 

PENGELOLA PROGRAM YANKESTRAD DI PUSKESMAS 
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SUBKEGIATAN YANKESTRAD DI PROVINSI 
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LEVEL N : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

KEGIATAN PENYEDIAAN  LAYANAN  PUSKESMAS 
SUB KEGIATAN PENGELOLAAN OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 
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SUBKEGIATAN PENGELOLAAN KONSULTASI DAN KOORDINASI PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 
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SUBKEGIATAN PENGELOLAAN KOORDINASI DAN MONITORING EVALUASI PROGRAM PIS PK 
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PENGELOLAAN PEMBINAAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 
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SUBKEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KELILING TERPADU DI DAERAH TERPENCIL 
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SUBKEGIATAN PENGELOLAAN  KOORDINASI DAN MONITORING PELAYANAN RUJUKAN PUSKESMAS DAERAH DANKEPULAUAN 
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SUBKEGIATAN PENGELOLAAN KONSULTASI RUJUKAN KE PROVINSI
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LEVEL N : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 
SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PEMBENTUKAN TIM KERJA PSC
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SUBKEGIATAN PENGELOLAAN PEMBUATAN PERBUP PEMBENTUKAN PSC DAN PERBUP PEDOMAN TEKHNIS SISTEM PELAYANAN GAWAT 

DARURAT TERPADU PSC 119 
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SUBKEGIATAN PENGELOLAAN PEMBUATAN STUKTUR ORGANISASI PSC 
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SUBKEGIATAN PENGELOLAAN PEMBUATAN JADWAL JAGA SHIFF PSC 
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SUBKEGIATAN PENGELOLAAN PEMENUHAN OPERASIONAL PSC 
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SUBKEGIATAN PENGELOLAAN PELAPORAN KEGIATAN PSC 
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SASARAN 4 PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT 

LEVEL 1 : PROGRAM 
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KAB.KEP.SELAYAR 4.1 STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 
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LEVEL N : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
KEGIATAN PENJAMINAN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 

SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENINGKATAN AKSESIBILITAS BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG 

PENTING DI TINGKAT AGEN DAN PASAR RAKYAT 
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SUBKEGIATAN PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING  
PADA PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG DALAM 1 (SATU) KAB/KOTA 
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SUBKEGIATAN PELAKSANAAN OPERASI PASAR REGULER DAN PASAR KHUSUS YANG BERDAMPAK DALAM 1 (SATU) KAB/KOTA 
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KAB.KEP.SELAYAR 4.2   PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 
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SUBKEGIATAN PELAKSANAAN FASILITASI PEMENUHAN IZIN USHA SMPN PNJAM DAN PMBUKAAN KNTR CBANG,CBANG PMBANTU DAN 
KNTR KAS KOP SMPN PNJAM U/ KOP DGN WLYAH KEANGGOTAAN DLM DAERAH KAB/KOTA

 

 

 



- 486 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PENYELENGGARAAN PROMOSI MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULANG YANG TERDAPAT 

PADA SATU DAERAH KAB/KOTA 
PELAKSANAAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN 
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SASARAN 5 PENINGKATAN USAHA PERIKANAN 

LEVEL 1 : PROGRAM 
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KAB.KEP.SELAYAR 5.1 PROMOSI PENANAMAN MODAL 
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LEVEL N : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
STRATEGI PENANAMAN MODAL
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PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA
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KAB.KEP.SELAYAR 5.2 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 
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LEVEL N-1 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU,WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT 

DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA 
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LEVEL N-2 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PELAKSANAAN FASILITASI PEMBENTUKANDAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAANNELAYAN KECIL 
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PELAKSANAAN FASILITASI BANTUANPENDANAAN, BANTUAN PEMBIAYAAN,KEMITRAAN USAHA 
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PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANAPEMBERDAYAAN USAHA NELAYAN SKALAKECIL 
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LEVEL N-3 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PELAYANAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN 
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KAB.KEP.SELAYAR 5.3 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

 

 

 
 



- 497 - 
 

 

LEVEL N : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG USAHANYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 
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LEVEL N-2 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMBUDIDAYA IKAN KECIL 
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PPEMBERIAN PENDAMPINGAN,KEMUDAHANAN AKSES ILMUPENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI, SERTA 

PENYELENGGARAANPENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
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LEVEL N-3 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASIPEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU)DAERAH KABUPATEN/KOTA 
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PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 
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PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 
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PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PEMBUDIDAYA IKAN DI DARAT 
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PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGANPEMANFAATAN AIR UNTUKPEMBUDIDAYAAN IKAN DI DARAT 
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PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN BUDIDAYA DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA 
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PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN BUDIDAYA DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA 
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KAB.KEP.SELAYAR 5.4 PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 
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LEVEL N : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG USAHANYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 
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KAB.KEP.SELAYAR 5.6 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 
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LEVEL N : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 

FASILITASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI SERTA DATA LAIN LINGKUP 

KABUPATEN/KOTA MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 516 - 
 

 

DISEMINASI, PUBLIKASI DATA INFORMASI DAN ANALISA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA MELALUI SIINAS 
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PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEPATUHAN PERUSAHAAN INDUSTRI DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI LINGKUP 

KABUPATEN/KOTA DALAM PENYAMPAIAN DATA KE SIINAS 
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SASARAN 6 PENINGKATAN USAHA PARIWISATA 

LEVEL 1 : PROGRAM 
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KAB.KEP.SELAYAR 6.1 PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 
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LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
KEGIATAN PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN / KOTA  

SUBKEGIATAN PENETAPAN DAYA TARIK WISATA UNGGULAN KABUPATEN / KOTA 
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SUBKEGIATAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN DAYA TARIK WISATA UNGGULAN KABUPATEN / KOTA 
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SUBKEGIATAN PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM DAYA TARIK WISATA UNGGULAN 

KABUPATEN / KOTA 
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SUBKEGIATAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN / KOTA 
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SUBKEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA UNGGULAN KABUPATEN / KOTA 
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LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
KEGIATAN PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN / KOTA 

SUBKEGIATAN PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN / KOTA 
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SUBKEGIATAN PERENCANAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN / KOTA 
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SUBKEGIATAN PENGADAAN / PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN KAWASAN WISATA 

STRATEGIS PARIWISATA KABUOATEN / KOTA 
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SUBKEGIATAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN / KOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 529 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN / KOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 530 - 
 

 

PENERAPAN DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN DALAM PENGELOLA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN / KOTA' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 531 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
KEGIATAN PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN / KOTA 

SUBKEGIATAN PENETAPAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN / KOTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 532 - 
 

 

SUBKEGIATAN PERENCANAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN / KOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 533 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN / KOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 534 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENGADAAN / PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI  PARIWISATA 

KABUPATEN / KOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 535 - 
 

 

SUBKEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DESTINASI  PARIWISATA  KABUPATEN / KOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 536 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLA

AN  

 



- 537 - 
 

 

DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN / KOTA 

SUBKEGIATAN PENERAPAN DESTINASI  PARIWISATA BERKELANJUTAN DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN / 

KOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 538 - 
 

 

 

SUBKEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISTAAN DAERAH KABUPATEN / KOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 539 - 
 

 

SUBKEGIATAN PERENCANAAN DESTINASI PARIWISATA MICE KABUPATEN / KOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 540 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
KEGIATAN PENETAPAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DAERAH KABUPATEN / KOTA 

SUBKEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN KONSULTASI PENDAFTARAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO SEKTOR PARIWISATA 

DI TINGKAT KABUPATEN / KOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 541 - 
 

 

 

SUBKEGIATAN PENERBITAN SERTIFIKAT STANDAR USAHA PARIWISATA YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS (TANPA VERIFIKSI) 

 

 



- 542 - 
 

 

 

SUBKEGIATAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KEPATUHAN PELAKU USAHA YANG TELAH TERSERTIFIKASI CHSE (BERDASARKAN 

PERMENPAR NO. 13 TAHUN 2020 DAN SNI 9042:2021) DALAM MELAKSANAKAN STANDAR CHSE KABUPATEN / KOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 543 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENGELOLAAN INVESTASI  PARIWISATA KABUPATEN / KOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 544 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN FASILITASI PENDAMPINGAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA 

DAN EKONOMI KREATIF (TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 545 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UNTUK MEMASTIKAN KEPATUHAN PELAKU USAHA MELAKSANAKAN STANDAR USAHA 

RISIKO MENENGAH RENDAH DI KABUPATEN / KOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 546 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN FASILITASI SERTIFIKASI SNI 9042:2021 (SNI CHSE) DI KABUPATEN / KOTA 

 



- 547 - 
 

 

SUBKEGIATAN KESEDIAAN PELAKU USAHA MEMENUHI STANDAR USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN / KOTA 

 

 



- 548 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
KEGIATAN PENETAPAN RENCANA INDUK PARIWISATA DI KABUPATEN / KOTA 

SUBKEGIATAN PENETAPAN/PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN / KOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 549 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 6.2 PEMASARAN PARIWISATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 550 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA  
PENYEDIAAN DATA DAN PENYEBARAN INFORMASI PARIWISATA KABUPATEN/ KOTA, BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 551 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENINGKATAN KERJA SAMA DAN KEMITRAAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI 

 

 

 



- 552 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 553 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN FASILITASI KEGIATAN PEMASARAN PARIWISATA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI PARIWISATA  
KABUPATEN/ KOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 554 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENGUATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK, DAN MEDIA LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 555 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA 
PELAKSANAAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM RANGKA PEMBERIAN KEMUDAHAN KUNJUNGAN WISATAWAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 556 - 
 

 

SUBKEGIATAN FASILITASI PEMBENTUKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH YANG MERUPAKAN LEMBAGA SWASTA DAN BERSIFAT 

MANDIRI SEBAGAI MITRA PEMERINTAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 557 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 6.3 PENGELOLAAN PENERBANGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 558 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
KEGIATAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TEMPAT PENDARATAN LEPAS LANDAS HELIKOPTER 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN  FASILITASI PENERTIBAN IZIN MENFIRIKAN TEMPAT PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS HELIKOPTER 

 

 

 

 

 

 

 



- 559 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 6.4 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 560 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

KEGIATAN PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR 
SUBKEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM PARIWISATA BERBASIS SKKNI 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



- 561 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT UNTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



- 562 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN FASILITAS SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI TENAGA KERJA BIDANG PARIWISATA 
 

 



- 563 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN FASILITASI PROSES KREASI, PRODUKSI, DISTRIBUSI, KOMSUMSI DAN KONSERVASI EKONOMI KREATIF 
 

 
 
 



- 564 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN FASILITAS PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



- 565 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



- 566 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF 
SUBKEGIATAN PELATIHAN BIMBINGAN TEKNIS DAN PENDAMPINGAN EKONOMI KREATIF 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



- 567 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBERIAN DUKUNGAN FASILITASI MENGHADAPI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DI DUNIA USAHA 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 568 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN FASILITASI PENDIRIAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) P1 DAN P3 SUBSEKTOR EKONOMI KREATIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 569 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELATIHAN PERPANJANGAN LISENSI ASESOR/RECOGNITION CURRENT COMPETENCIES (RCC) SUB SEKTOR EKONOMI  

KREATIF 

 

 

 



- 570 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

KEGIATAN KAPASITAS SDM BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 
SUBKEGIATAN FASILITASI DAN PEMBINAAN BAGI OAP DALAM BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 

 
 



- 573 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 6.6 PENGEMBANGAN EKSPOR 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



- 574 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PENYELENGGARAAN PROMOSI MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULANG YANG TERDAPAT 

PADA SATU DAERAH KAB/KOTA 
PELAKSANAAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN 

 



- 575 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 6.7 PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 576 - 
 

 

LEVEL N : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 577 - 
 

 

KOORDINASI,SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 578 - 
 

 

EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI 

 



- 579 - 
 

 

KOORDINASI DAN SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN, PENYEBARAN DAN 

PERWILAYAHAN INDUSTRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 580 - 
 

 

KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI 

 



- 581 - 
 

 

 

KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT 

 

 

 



- 582 - 
 

 

SASARAN 7 PENINGKATAN USAHA INDUSTRI, TRANSPORTASI DAN PERDAGANGAN 

LEVEL 1 : PROGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 583 - 
 

 

 

 

KAB.KEP.SELAYAR 7.1 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 584 - 
 

 

 
 

LEVEL N : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA 

 

 



- 585 - 
 

 

 

KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMN MODAL 

 



- 586 - 
 

 

 

KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PENGAWASAN DAN PENANAMAN MODAL 

 

 



- 587 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 7.2 PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

 

 
 



- 588 - 
 

 

LEVEL N : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PENGELOLAAN PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI 

 

 



- 589 - 
 

 

PELAKSANAAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI 

 



- 590 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 7.3 PENGELOLAAN PELAYARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 591 - 
 

 

LEVEL N 1 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PELAKSANAAN FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 

DALAM SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 

 



- 592 - 
 

 

PELAKSANAAN  KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT KEWENANGAN 

KABUPATEN/KOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 593 - 
 

 

LEVEL N 2 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PELAKSANAAN  FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT KEWENANGAN 

KABUPATEN KOTA DALAM SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 594 - 
 

 

PELAKSANAAN  KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT 

KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 

 

 



- 595 - 
 

 

LEVEL N 3 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PELAKSANAAN  FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN USAHA PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN 

SESUAI DENGAN DOMISILI BADAN USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA DALAM SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA 

TERINTIGRASI SECARA ELEKTRONIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 596 - 
 

 

PELAKSANAAN  KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN USAHA PENYELENGGARAAN ANGKUTAN 

PENYEBRANGAN SESUAI DENGAN DOMISILI BADAN USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 

 



- 597 - 
 

 

LEVEL N 4 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI JARINGAN TRAYEK SUNGAI,DANAU DAN PENYEBRANGAN DAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN 

ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBRANGAN DALAM DAERAH KAB/KOTA YG TERLETAK PADA JARINGAN JALAN KAB/KOTA DAN ATAU 

JARINGAN JALUR KERETA API KAB/KOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 598 - 
 

 

PENGENDALIAN DAN PENGAWASANJARINGAN TRAYEK SUNGAI,DANAU DAN PENYEBERANGAN DAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN 

ANGKUTAN SUNGAI,DANAU DAN PENYEBRANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TERLETAK PADA JARINGAN JALAN 

KABUPATEN/KOTA DAN ATAU JARINGAN JALUR KERETA API KABUPATEN/KOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 599 - 
 

 

LEVEL N 5 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PENYEDIAN DATA DAN INFORMASI JARINGAN TRAYEK SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN DAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN 

ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEERANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 600 - 
 

 

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN JARINGAN TRAYEK SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN DAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN 

UNTUK ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN KOTA

 

 

 
 



- 601 - 
 

 

LEVEL N 6 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PELAKSANAAN  FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN USAHA JASA TERKAIT DENGAN PERAWATAN DAN PERBAIKAN 

KAPAL DALAM SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 602 - 
 

 

PELAKSANAAN  KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN USAHA JASA TERKAIT DENGAN PERAWATAN DAN 

PERBAIKAN KAPAL 

 

 

 



- 603 - 
 

 

LEVEL N 7 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PELAKSANAAN  ANALISIS TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN PENUMPANG KELAS EKONOMI DAN KENDARAAN BESERTA MUATANNYA 

PADA LINTAS PENYEBRANGAN DALAM DAERAH KKKABUPATEN/KOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 604 - 
 

 

PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI TARIF ANGKUTAN PENYEBRANGAN PENUMPANG KELAS EKONOMI DAN KENDARAAN BESERTA 

MUATANNYA PADA LINTAS PENYEBRANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



- 605 - 
 

 

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TARIF ANGKUTAN PENYEBRANGAN PENUMPANG KELAS EKONOMI DAN KENDARAAN BESERTA 

MUATANNYA PADA LINTAS PENYEBERANGAN ANTAR DAERAH KABUPATEN/KOTA 

 

 



- 606 - 
 

 

LEVEL N 8 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK DAN DAERAH LINGKUNGAN KERJA (DLKR)/DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN (DLKP) 

PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



- 607 - 
 

 

PENETAPAN KEBIJAKAN DAN SOSIALISASI RENCANA INDUK DAN DAERAH LINGKUNGAN KERJA (DLKR)/ DAERAH LINGKUNGAN 

KEPENTINGAN(DLKP) PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 608 - 
 

 

PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA INDUK DAN DAERAH LINGKUNGAN KERJA (DLKR)/DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN(DLKP) 

PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL 

 

 

 

 



- 609 - 
 

 

LEVEL N 9 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PELAKSANAAN FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN 

LOKAL 

 



- 610 - 
 

 

PEMBANGUNAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL 

 

 

 



- 611 - 
 

 

PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL 

 

 



- 612 - 
 

 

PENGAWASAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL 

 

 

 

 



- 613 - 
 

 

PEMENUHAN FASILITAS PELAYANAN ANGKUTAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL 

 

 

 



- 614 - 
 

 

LEVEL N 10 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN USAHA UNTUK BADAN USAHA PELABUHAN DI PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL 

DALAM SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 
 
 
 
 

PELAKSANAAN  KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN UNTUK BADAN USAHA PELABUHAN DI PELABUHAN 

PENGUMPAN LOKAL 

 



- 615 - 
 

 

 

 

 
 
 

 



- 616 - 
 

 

LEVEL N 11 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PELAKSANAAN  FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN  PENGEMBANGAN PELABUHAN UNTUK PELABUHAN 

PENGUMPAN LOKAL DALAM SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 617 - 
 

 

PELAKSANAAN  KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENGEMBANGAN PELABUHAN UNTUK PELABUHAN 

PENGUMPAN LOKAL 

 

 

 



- 618 - 
 

 

PEMENUHAN FASILITAS PELAYANAN ANGKUTAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL 

 

 



- 619 - 
 

 

LEVEL N 12: PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PELAKSANAAN FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN PENGOPERASIAN PELABUHAN SELAMA 24 JAM UNTUK 

PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL DALAM SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 620 - 
 

 

PELAKSANAAN  KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN USAHA PENGOPERASIAN PELABUHAN SELAMA 24 JAM 

UNTUK PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL 

 



- 621 - 
 

 

LEVEL N 13: PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PELAKSANAAN  FASILITASI PEME NUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN PEKERJAAN PENGERUKAN DI WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN 

PENGUMPAN LOKAL DALAM SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 
 

 
 



- 622 - 
 

 

PELAKSANAAN  KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PEKERJAAN PENGERUKAN DI WILAYAH PERAIRAN 
PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL 

 
 



- 623 - 
 

 

LEVEL N 14: PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PENERBITAN IZIN REKLAMASI DIWILAYAH PERAIRAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL 

PELAKSANAAN  FASILITAS PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN REKLAMASI DI WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN PENGUMPAN 
LOKAL DALAM SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHATERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 624 - 
 

 

PELAKSANAAN  KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN REKLAMASI DI WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN 

PENGUMPAN LOKAL 

 



- 625 - 
 

 

LEVEL N 15: PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PELAKSANAAN  FASILITASI PEMEN UHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN PENGELOLAAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI 
(TUKS) DIDALAM DLKR/DLKP PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL DALAM SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI 

SECARA ELEKTITRONIK 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 626 - 
 

 

PELAKSANAAN  KOORDINASI  DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENGELOLAAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN 

SENDIRI (TUKS) DIDALAM DLKR/DLKP PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL 

 



- 627 - 
 

 

LEVEL N 16: PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGOPERASIAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN DALAM KABUPATEN/KOTA PADA 

JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA 

 



- 628 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 7.4 PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 629 - 
 

 

LEVEL n  1 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

KEGIATAN PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA 
SUBKEGIATAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA 

 

 
 

 

 



- 630 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENETAPAN KEBIJAKAN DAN SOSIALISASI RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



- 631 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENETAPAN DAN SOSIALISASI RNCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN/KOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 632 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN EVALUASI  (REVIU) RENCANA AKSI KESELEMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN/KOTA 

 

 

 



- 633 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN EVALUASI (REVIU) RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 634 - 
 

 

LEVEL n  2 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KAB/KOTA 
SUBKEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA 

 

 



- 635 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA 

 

 



- 636 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 637 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 638 - 
 

 

LEVEL n  3 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

KEGIATAN PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C 
SUBKEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN  TERMINAL PENUMPANG TIPE C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 639 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENGAWASAN OPERASIONAL TERMINAL PENUMPANG TIPE C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 640 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN REVITALISASI TERMINAL TIPE C (FASILITAS UTAMA DAN PENDUKUNG) 

 

 



- 641 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENYEDIAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERMINAL PENUMPANG TIPE C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 642 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBANGUNAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C YANG DILENGKAPI FASILITAS  UTANMA DAN FASILITAS PENUNJANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 643 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLA TERMINAL PENUMPANG TIPE C 

 

 

 

 

 



- 644 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN TERMINAL TIPE C (FASILITAS UTAMA DAN PENUNJANG) 

 

 



- 645 - 
 

 

LEVEL n  4 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

KEGIATAN PENERTIBAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNANFASILITAS PARKIR 
SUBKEGIATAN FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS 

PARKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 646 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN  KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN 

PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 

 



- 647 - 
 

 

LEVEL n  5 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

KEGIATAN PENGGUNAAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 
SUBKEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 

 

 



- 648 - 
 

 

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 

 

 



- 649 - 
 

 

PELAKSANAAN REGISTRASI KENDARAAN WAJIB UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 

 

 



- 650 - 
 

 

PENYEDIAAN BUKTI LULUS UJI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 

 

 



- 651 - 
 

 

PELAKSANAAN SOSIALISASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 

 

 



- 652 - 
 

 

PELAKSANAAN IDENTIFIKASI DAN ANALISIS POTENSI JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI

 

 



- 653 - 
 

 

PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 

 

 

 



- 654 - 
 

 

PELAKSANAAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 

 



- 655 - 
 

 

 

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 

 



- 656 - 
 

 

 

PELAKSANAAN MONITORING  DAN EVALUASI   PENYELENGGARAAN  PENGUJIAN  BERKALA  KENDARAAN  BERMOTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 657 - 
 

 

LEVEL n  6: PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

KEGIATAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK JALAN KABUPATEN KOTA 

 



- 658 - 
 

 

 
PENILAIAN PEMENUHAN DAN PENERBITAN SERTIFIKAT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



- 659 - 
 

 

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI BATAS KECEPATAN 
 

 
 
 

 



- 660 - 
 

 

PEMBANGUNAN RUTE AMAN SELAMAT SEKOLAH (RASS) 
 

 
 

 

 



- 661 - 
 

 

 

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI RUTE AMAN SELAMAT SEKOLAH (RASS) 
 

 
 

 
 



- 662 - 
 

 

MONITORING DAN EVALUASI ZONA SELAMAT SEKOLAH (ZoSS) 
 

 
 
 

 



- 663 - 
 

 

 

PENINGKATAN KOMPETENSI PENILAI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM 
 

 
 



- 664 - 
 

 

 

PEMBANGUNAN IMPLEMENTASI BATAS KECEPATAN 
 

 
 

 



- 665 - 
 

 

PEMBANGUNAN ZONA SELAMAT SEKOLAH (ZoSS) 
 

 
 

 



- 666 - 
 

 

PELAKSANAAN SOSIALISASI PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA 
 

 
 

 



- 667 - 
 

 

PELAKSANAAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 
 

 
 

 

 



- 668 - 
 

 

12 PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN DALAM RANGKA MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS 
 

 
 
 



- 669 - 
 

 

PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA 
 

 
 

 

 
 



- 670 - 
 

 

LEVEL n  7 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

SUBKEGIOATAN PELAKSANAAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENILAIAN HASIL ANDALALIN 
 

 
 

 

 

 



- 671 - 
 

 

PENINGKATAN KOMPETENSI PENILAIAN ANDALALIN 
 

 
 

 

 



- 672 - 
 

 

PENGAWASAN PELAKSANAAN REKOMENDASI PERSETUJUAN TEKNIS ANDALALIN 
 

 
 

 

 
 



- 673 - 
 

 

PENETAPAN PERSETUJUAN DOKUMEN TEKNIS ANDALALIN 

 
 

 

 

 



- 674 - 
 

 

LEVEL n  8 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

PENGAUDITAN DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN 
SUBKEGIOATAN PELAKSANAAN INSPEKSI, AUDIT DAN PEMANTAUAN TERMINAL 

 
 

 



- 675 - 
 

 

PELAKSANAAN INSPEKSI, AUDIT DAN PEMANTAUAN PEMENUHAN PERSYARATAN PENYELENGGARAAN KOMPETENSI PENGEMUDI 
KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN/KOTA 

 
 

 



- 676 - 
 

 

PELAKSANAAN INSPEKSI KESELAMATAN ANGKUTAN PADA TERMINAL TIPE C 
 

 
 

 

 



- 677 - 
 

 

PELAKSANAAN INSPEKSI,AUDIT DAN PEMANTAUAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM 
 

 
 



- 678 - 
 

 

PENINGKATAN KAPASITAS AUDITOR DAN INSPEKTOR LALU LINTAS DAN AKNGKUTAN JALAN 

 
 

 

 



- 679 - 
 

 

PELAKSANAAN PENGAWASAN MELALUI UJI PETIK TERHADAP UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR,INSPEKSI,AUDIT 
DAN PEMANTAUAN UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 

 
 
 

 
 

 



- 680 - 
 

 

LEVEL n  9 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN ATAU BARANG ANTAR 
KOTA DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA 

 

 



- 681 - 
 

 

 

PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERRAH 
KABUPATEN/KOTA 

 
 

 



- 682 - 
 

 

LEVEL n  10 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

PENETAPAN KAWASAN PERKOTAAN UNTUK PELAYANAN ANGKUTAN PERKOTAAN YANG MELAMPAUI BATAS 1 (SATU) DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

PERUMUSAN KEBIJAKAN PENETAPAN KAWASAN PERKOTAAN UNTUK ANGKUTAN PERKOTAAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 

 
 

 
 
 
 
 

 



- 683 - 
 

 

PELAKSANAAN  SOSIALISASI DAN UJI COBA PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENETAPAN KAWASAN PERKOTAAN UNTUK ANGKUTAN 
PERKOTAAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 

 
 
 

 

 



- 684 - 
 

 

LEVEL n  11 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

PENETAPAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN DALAM 1(SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 
PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 

 
 
 

 
 



- 685 - 
 

 

PENETAPAN KEBIJAKAN DAN SOSIALISASI RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 

 
 

 
 

 

 
 



- 686 - 
 

 

PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 

 
 

 
 

 
 

 
 



- 687 - 
 

 

LEVEL n  12 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

PERUMUSAN KEBIJAKAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PEDESAAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 

 
 
 

 
 

 
 



- 688 - 
 

 

PELAKSANAAN  SOSIALISASI  DAN UJI COBA PELAKSANAAN  KEBIJAKAN FRENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PEDESAAN KEWENANGAN 
KABUPATEN/KOTA 

 
 
 



- 689 - 
 

 

LEVEL n  13 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

PERUMUSAN KEBIJAKAN PENETAPAN WILAYAH OPERASI ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI DALAM KAWASAN 
PERKOTAAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 

 
 

 
 

 



- 690 - 
 

 

PELAKSANAAN  SOSIALISASI DAN UJI COBA PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENETAPAN WILAYAH OPERASI ANGKUTAN ORANG DENGAN 
MENGGUNAKAN TAKSI DALAM KAWASAN PERKOTAAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA

 



- 691 - 
 

 

PELAKSANAAN   SOSIALISASI DAN UJI COBA PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENETAPAN WILAYAH OPERASI ANGKUTAN SEWA KHUSUS DALAM 
KAWASAN PERKOTAAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 

 
 

 
 

 

 
 



- 692 - 
 

 

PERUMUSAN KEBIJAKAN PENETAPAN WILAYAH OPERASI ANGKUTAN SEWA KHUSUS DALAM KAWASAN PERKOTAAN KEWENANGAN 
KABUPATEN/KOTA 

 
 
 

 

 

 



- 693 - 
 

 

LEVEL n  14 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 DAERAH 
KAB/KOTA 

PELAKSANAAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM 

TRAYEK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 

 
 

 



- 694 - 
 

 

PELAKSANAAN  FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK 
KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA DALAMA SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 

 
 

 
 

 



- 695 - 
 

 

LEVEL n  15 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN TAKSI YANG WILAYAH OPRASINYA DLM 1 DAERAH KAB/KOTA 
PELAKSANAAN FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN TAKSI YANG WILAYAH 

OPERASINYA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA DALAM SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA 

ELEKTRONIK 

 
 

 



- 696 - 
 

 

PELAKSANAAN  KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN TAKSI YANG WILAYAH 
OPERASINYA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 

 
 
 

 
 



- 697 - 
 

 

LEVEL n  15 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

PENETAPAN TARIF KELAS EKONOMI UNTUK ANGKUTAN ORANG YANG MELAYANI TRAYEK SERTA ANGKUTAN PERKOTAAN DAN 
PERDESAAN DALAM 1 DAERAH 

PELAKSANAAN ANALISIS TARIF KELAS EKONOMI ANGKUTAN ORANG DAN ANGKUTAN PERKOTAAN  DAN PEDESAAN DALAM 1 (SATU) 

DAERAH KABUPATEN/KOTA 

 

 
 

 

 



- 698 - 
 

 

PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI TARIF KELAS EKONOMI ANGKUTAN ORANG DAN ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN DALAM 1 
(SATU)  DAERAH KABUPATEN/KOTA 

 
 
 



- 699 - 
 

 

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TARIF KELAS EKONOMI ANGKUTAN ORANG DAN ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN DALAM 1 
(SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 

 
 

 

 



- 700 - 
 

 

PENYELENGGARAAN SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI CERDAS 

 
 

 
 



- 701 - 
 

 

LEVEL n  17 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

PENYEDIAAN SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI CERDAS 
 
 

 



- 695 - 
 

 

SASARAN 8 PENINGKATAN UPAYA PELESTARIAN NILAI-NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL 
DENGAN MENGAKTUALISASIKAN PADA KEHIDUPAN SOSIAL 

LEVEL 1 : PROGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 696 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 8.1 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 697 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PEL.BID. KETAHANAN EKOSOSBUD DAN AGAMA 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN 

PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 698 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 8.2 PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



- 699 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

KEGIATAN PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA 
SUBKEGIATAN PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN 

 

 

 

 

 

 



- 700 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PENATA KEBUDAYAAN 

 

 

 

 

 
 
 
 



- 701 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

KEGIATAN PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA  DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA 

PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN TRADISI BUDAYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 702 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA DAN PRANATA TRADISIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 703 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PIHAK YANG BERPRESTASI ATAU BERKONTRIBUSI LUAR BIASA SESUAI DENGAN 

PRESTASI DAN KONTRIBUSINYA DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN 

 

 

 



- 704 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

KEGIATAN PEMBINAAN LEMBAGA ADAT YANG PENGANUTNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 

SUBKEGIATAN PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN LEMBAGA ADAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 705 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA ADAT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 706 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBINAAN LEMBAGA ADAT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- 707 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

KEGIATAN PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 

SUBKEGIATAN PENYEDIAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASANA TAMAN BUDAYA DI KABUPATEN/KOTA 
 

 

 

 

 
 

 



- 708 - 
 

 

SUBKEGIIATAN PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN, PENETAPAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH (PPKD) KABUPATEN/KOTA 

 
 



- 709 - 
 

 

SUBKEGIATAN INTEGRASI DOKUMEN PPKD KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

 

 



- 710 - 
 

 

SASARAN 8 : MENINGKATNYA UPAYA PELESTARIAN NILAI-NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL DENGAN MENGAKTUALISASIKAN 

PADA KEHIDUPAN SOSIAL 

 

 

 

 
 

 

 



- 711 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 08.03 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 712 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 

SUB KEGIATAN PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN 
PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL 

IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 
 

 

 

 

 

 



- 713 - 
 

 

SUB KEGIATAN FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN 

KETAHANAN NASIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 714 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA 

 

 

 

 

 

 



- 715 - 
 

 

SUB KEGIATAN PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SUKU DAN INTRA SUKU, UMAT BERAGAMA, RAS, DAN GOLONGAN LAINNYA 
 GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL, DAN NASIONAL 

 

 

 

 

 

 



- 716 - 
 

 

SUB KEGIATAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

 

 

 

 

 

 



- 717 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA 

 

 

 

 

 

 
 



- 718 - 
 

 

SUB KEGIATAN PELAKSANAAN SEMUA URUSAN PEMERINTAHAN YANG BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH DAN TIDAK 

DILAKSANAKAN OLEH INSTANSI VERTIKAL 

 

 

 

 

 
 

 



- 719 - 
 

 

SUB KEGIATAN PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINANDI KECAMATAN 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



- 720 - 
 

 

SASARAN 9 PENINGKATAN TOLERANSI KEHIDUPAN SOSIAL KEMASYARAKATAN 

LEVEL 1 : PROGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 721 - 
 

 

LEVEL 1 : PROGRAM 

 
 

 

 

 

 



- 722 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 09.01 KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 

 

 
 

 



- 723 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 

SUB KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI 

VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 

 

 

 

 

 
 



- 724 - 
 

 

SUBKEGIATAN HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 725 - 
 

 

LEVEL N : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 

KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 726 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 8.1 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



- 727 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PEL.BID. KETAHANAN EKOSOSBUD DAN AGAMA 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN 

PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 728 - 
 

 

SASARAN 10 PENURUNAN TINGKAT PERUSAKAN  

LEVEL 1 : PROGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 729 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 10.1 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



- 730 - 
 

 

LEVEL N : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PELAKSANAAN KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN 

TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA DAN  LAUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 731 - 
 

 

PELAKSANAAN KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GRK, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM 

 

 

 

 



- 732 - 
 

 

PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 733 - 
 

 

LEVEL N-3 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
KEGIATAN PEMULIHAN PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN REMEDIASI 
 

 
 



- 734 - 
 

 

PELAKSANAAN KOORDINASI DAN SIKRONISASI DAN PELAKSANAAN REHABILITASI 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



- 735 - 
 

 

PELAKSANAAN KOORDINASI, SINKRONISASI PEMBERSIHAN UNSUR PENCEMAR DI KAB/KOTA 
 

 
 

 



- 736 - 
 

KAB.KEP.SELAYAR 10.2 PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

 

 
 



- 737 - 
 

LEVEL N : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
SUBKEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 

 

 

 

 



- 738 - 
 

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KEANEKARAGAMAN HAYATI 

 

 

 

 



- 739 - 
 

SUBKEGIATAN PENGELOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAINNYA 

 

 

 



- 740 - 
 

SUBKEGIATAN PENGELOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI LUAR KAWASAN HUTAN 

 



- 741 - 
 

KAB.KEP.SELAYAR 10.3 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



- 742 - 
 

LEVEL N : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBUTKAN 

OLEH PEMERINTAH  DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PPLH 



- 743 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 10.4 PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



- 744 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PENYELENGGARAAN PROMOSI MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULANG YANG TERDAPAT 

PADA SATU DAERAH KAB/KOTA 
PELAKSANAAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN 

 

 

 

 

 



- 745 - 
 

 

SASARAN 11 PENINGKATAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN 

LEVEL 1 : PROGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 746 - 
 

 

 

KAB.KEP.SELAYAR 11.01 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 747 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP)  

KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 

SUBKEGIATAN MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 748 - 
 

 

SUB KEGIATAN PENGELALAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 749 - 
 

 

SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 750 - 
 

 

SUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  

 



- 751 - 
 

 

SUB KEGIATAN LAYANAN HUBUNGAN MEDIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 752 - 
 

 

SUB KEGIATAN KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 753 - 
 

 

SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS  



- 754 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 11.2 PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



- 755 - 
 

 

LEVEL N : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN 
PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 



- 756 - 
 

 

PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



- 757 - 
 

 

FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 



- 758 - 
 

 

LEVEL N : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 
PERINGATAN HARI-HARI BESAR ISLAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 759 - 
 

 

STQH TINGKAT KABUPATEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 760 - 
 

 

STQH TINGKAT PROVINSI 

 

 



- 761 - 
 

 

PEMBERANGKATAN JAMAAH HAJI 

 

 



- 762 - 
 

 

PENYALURAN DANA HIBAH 

 



- 763 - 
 

 

INSENTIF GURU BTQ 

 

 



- 764 - 
 

 

PENGELOLAAN DAN EVALUASI PENDIDIK TILAWATIL QUR'AN, PEMBINA KITAB KUNING, TAHFIDZ, KALIGRAFI DAN IMA 

 

 



- 765 - 
 

 

PENYALURAN KESEJAHTERAAN BAGI ANGGOTA VETERAN 

 



- 766 - 
 

 

LEVEL N : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 
FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 767 - 
 

 

FASILITASI BANTUAN HUKUM 

 

 



- 768 - 
 

 

FASILITAS KOORDINASI HUKUM 

 

 



- 769 - 
 

 

LEVEL N : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

FASILITASI KERJASAMA DAERAH 
FASILITASI PELAKSANAAN KERJASAMA DALAM NEGERI 

 

 



- 770 - 
 

KAB.KEP.SELAYAR 11.03 KEPEGAWAIAN DAERAH  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



- 771 - 
 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

KEGIATAN PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN 

SUBKEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, JENIS DAN JUMLAH JABATAN UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN ASN 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



- 772 - 
 

SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN CPNS DAN PPPK 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



- 773 - 
 

SUB KEGIATAN PELAKSANAAN EVALUASI PENGADAAN ASN DAN PENGADAAN ASN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 774 - 
 

SUB KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN 

 

 

 

 

 

 

 



- 775 - 
 

SUB KEGIATAN PELAKSANAAN FASILITASI LEMBAGA PROFESI ASN 

 

 

 

 

 
 



- 776 - 
 

SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN  

 

 

 

 

 
 



- 777 - 
 

SUB KEGIATAN PELAKSANAAN  EVALUASI DATA, INFORMASI DAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 778 - 
 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

KEGIATAN PELAKSANAAN MUTASI DAN PROMOSI ASN 

SUBKEGIATAN PENGELOLAAN MUTASI ASN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 779 - 
 

SUBKEGIATAN PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 780 - 
 

SUBKEGIATAN PENGELOLAAN PROMOSI ASN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 781 - 
 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN 

SUBKEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA ASN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 782 - 
 

SUB KEGIATAN PENGELOLAAN ASSESMENT CENTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 783 - 
 

SUBKEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 784 - 
 

SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI DAN KERJASAMA PELAKSANAAN DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 785 - 
 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KARIR DALAM JABATAN FUNGSIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 786 - 
 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

KEGIATAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR 

SUBKEGIATAN PENGELOLAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 787 - 
 

SUB KEGIATAN PELAKSANAAN EVALUASI PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN TANDA JASA APARATUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 788 - 
 

SUBKEGIATAN PEMBINAAN DISIPLIN ASN 

 



- 789 - 
 

KAB.KEP.SELAYAR 11.04 PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 790 - 
 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP)  

KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DITINGKAT KECAMATAN 

SUBKEGIATAN KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH  

DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 791 - 
 

SUBKEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 792 - 
 

KEGIATAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 

SUBKEGIATAN PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 793 - 
 

SUBKEGIATAN FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 794 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 795 - 
 

KEGIATAN KOORDINASI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 

SUBKEGIATAN KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU INSTANSI VERTIKAL YANG TERKAIT DALAM 

PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 796 - 
 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM YANG MELIBATKANPIHAK SWASTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 797 - 
 

KEGIATAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 
SUBKEGIATAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 798 - 
 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NON PERIZINAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 799 - 
 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 800 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 11.05 PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



- 801 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
KEGIATAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN ANALISIS KONDISI DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH  

 

 

 

 

 



- 802 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENELAAHAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
DENGAN DOKUMEN KEBIJAKAN LAINNYA 

 

 

 

 

 
 



- 803 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK 

 

 

 

 

 
 



- 804 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA 

 

 

 

 

 
 



- 805 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENYIAPAN BAHAN KOORDINASI MUSRENBANG KECAMATAN 

 

 

 

 
 

 



- 806 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 807 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 808 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 809 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 810 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 811 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 812 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 11.6 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

 

 

 
 



- 813 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 

 
 

 

 

 



- 814 - 
 

 

PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



- 815 - 
 

 

REVIU LAPORAN  KINERJA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 816 - 
 

 

REVIU  LAPORAN KEUANGAN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 817 - 
 

 

PENGAWASAN DESA 

 
 

 

 

 

 

 

 



- 818 - 
 

 

MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP 

 
 

 



- 819 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

PENANGANAN PENYELEAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH 

 
 

 

 

 

 

 



- 820 - 
 

 

PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 

 
 

 

 



- 821 - 
 

KAB.KEP.SELAYAR 11.07 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



- 822 - 
 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PELAKSANAAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

 
 

 



- 823 - 
 

PELAKSANAAN  KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA 

 

 

 

 

 

 



- 824 - 
 

PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA SKPD 

 

 

 

 

 



- 825 - 
 

PELAKSANAAN KORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 826 - 
 

PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 827 - 
 

PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH 

 

 

 

 

 
 



- 828 - 
 

LEVEL n-2 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

PELAKSANAANKOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH 

 

 



- 829 - 
 

PELAKSANAAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN SEBELUMNYA 

 

 

 
 

 

 

 



- 830 - 
 

PENYIAPAN ,PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENERBITAN ANGGARAN KAS DAN SPD 

 

 

 



- 831 - 
 

PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN PEMBIAYAAN DAERAH 

 

 

 

 

 

 

 



- 832 - 
 

PELAKSANAAN KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING, DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA 

PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 833 - 
 

 

PELAKSANAAN  KOORD, PELAKS KERJASAMA & PEMANTAUAN TRANSAKSI NON TUNAI DGN LMBG KEU BANK & LEMB KEU BUKAN BANK 

 

 

 

 

 

 

 



- 834 - 
 

 

PELAKSANAAN KOORD DAN PENYUSUNAN LAP REALISASI PENERIMAAN & PENG KASDA, LAP ALIRAN KAS, & PELAK PEMNGTAN/PEMOTONGAN 

& PENYETORAN PFK 

 

 

 



- 835 - 
 

 

PELAKSANAAN KOORD PELAK PIUTANG & UTANG DAERAH YG TBL AKB PENGEL KAS, PELAKS ANALIS PEMBI DAN PENEMP UANG DAERAH SBG 

OPK 

 

 

 

 

 



- 836 - 
 

 

 

PELAKSANAAN REKON DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATS SP2D DENGAN INSTANSI 

TERKAIT 



- 837 - 
 

 

 

PELAKSANAAN PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMKAB/KOTA 



- 838 - 
 

 

 

 

 

  



- 839 - 
 

LEVEL n-3 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

KOORDINASI PELAKSANAAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KASDA 

 

 

 

PELAKSANAAN  REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET,KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN,BELANJA,PEMBIAYAAN, PENDAPATAN LO DAN BEBAN 



- 840 - 
 

 

 
 

PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN/TRIWULAN DAN SEMESTERAN 



- 841 - 
 

 

 
PELAKSANAAN  KOORDINASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD, DAN LAP KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 



- 842 - 
 

 

 



- 843 - 
 

KOORD DAN PENYUSUNAN RANC PERDA TTG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKS APBD KAB/KOTA & RANC PERDA TTG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJWB PELAKS APBD KAB/KOTA 

 

 



- 844 - 
 

PELAKSANAAN PENYUSUNAN TANGGAPAN/TINDAK LANJUT TERHADAP LHP BPK ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

APBD 

 

 



- 845 - 
 

PELAKSANAAN KOORD, SINKRONISASI, DAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PEREBNDAHARAAN DAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH 

 

 



- 846 - 
 

PELAKSANAAN PENYUSUNAN ANALISIS  LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD 

 

 

 



- 847 - 
 

PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PANDUAN TEHNIS OPERASIONAL PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PEMDA 

 

 



- 848 - 
 

PELAKSANAAN PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 

 

 

 

 



- 849 - 
 

PELAKSANAAN PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNJAWABAN PEMERINTAH KAB/KOTA 

 

 

 



- 850 - 
 

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 

 

 

 



- 851 - 
 

LEVEL n-4 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

PELAKSANAAN ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN 

 

 

 



- 852 - 
 

PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK 

 

 

 
 



- 853 - 
 

PELAKSANAAN  PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA 

 

 
 

 



- 854 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 11.8 PENDAFTARAN PENDUDUK 

 

 



- 855 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN DAN RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

 

 

 



- 856 - 
 

 

PENCATATAN , PENATAUSAHAAN,DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK 

 



- 857 - 
 

 

PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 

 

 



- 858 - 
 

 

PENCATATAN , PENATAUSAHAAN,DAN PEENRBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN 

 

 



- 859 - 
 

 

LEVEL n-2 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

PENYUSUNAN TATA CARA PERENCANAAN, PELAKSANAAN,PEMANTAUAN EVALUASI DAN PENGENDALIAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN 
ADMINDUK TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK 

 



- 860 - 
 

 

LEVEL n-3 : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 861 - 
 

 

FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK 

 



1 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 11.9 PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



2 
 

 

 
 
 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN TRANTIBUM DALAM SATU DAERAH KAB/KOTA 

SUBKEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT 
KABUPATEN/KOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 



4 
 

 

 

 



5 
 

 

 



6 
 

 

 

 



7 
 

 

 



8 
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10 
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13 
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15 
 

 

 



16 
 

 

 
 
 
 

 
 



17 
 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 

 



21 
 

 

 



22 
 

 

 



23 
 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

 



25 
 

 

 



26 
 

 

 
 

 

 



27 
 

 

 



28 
 

 

 

 

 



29 
 

 

 

 

 



- 862 - 
 

 

 

 
 

  



- 863 - 
 

 

 
 



- 864 - 
 

 

 



- 865 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 11.10 PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 866 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP)  

KEGIATAN PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN  GENDER  (PUG) LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 
SUBKEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PERUMUSAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 867 - 
 

 

SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI  PELAKSANAAN PUG KEWENANGAN KAB/KOTA 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



- 868 - 
 

 

SUB KEGIATAN PELAKSANAAN ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PUG TERMASUK PPRG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 869 - 
 

 

SUB KEGIATAN PELAKSANAAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUG TERMASUK PPRG 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 870 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP)  

KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN 
KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK HUKUM SOSIAL DAN EKONOMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 871 - 
 

 

SUB KEGIATAN PELAKSANAAN ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK, 

HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



- 872 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP)  

KEGIATAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KAB/KOTA 
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN KEPADA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 



- 873 - 
 

 

SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  KEWENANGAN 

KAB/KOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



- 874 - 
 

 

 

KAB.KEP.SELAYAR 11.11 PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 



- 875 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
KEGIATAN PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 

SUBKEGIATAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



- 876 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH 

 

 
 

 

 

 
 



- 877 - 
 

 

SUB KEGIATAN PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN E-GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN/KOTA  

 

 

 

 
 

 



- 878 - 
 

 

SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SINKRONISASI RENCANA INDUK DAN ANGGARAN PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK  

 

 

 

 

 
 



- 879 - 
 

 

SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAHAN DAERAH 

 

 

 
 

 

 



- 880 - 
 

 

SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH 

 
 



- 881 - 
 

 

SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK 

 

 

 

 

 



- 882 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 11.12 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  

 

 

 

 
 

 

 

 



- 883 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN 

 

 

 

 

 
 



- 884 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH  
BIDANG PEMERINTAHAN 

 

 

 

 

 

 



- 885 - 
 

 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

 

 

 

 

 



- 886 - 
 

 

SUBKEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
BIDANG PEMERINTAHAN 

 

 

 

 

 
 



- 887 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 

 

 

 

 

 
 



- 888 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH  

BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 

 

 

 

 

 

 



- 889 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PERANGKAT DAERAH  

 



- 890 - 
 

 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGINITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 



- 891 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 11.13 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



- 892 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN 

SUB KEGIATAN FAILITASI, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGARAAN OTONOMI 

DAERAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 893 - 
 

 

SUB KEGIATAN FAILITASI, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM 

 

 



- 894 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
KEGIATAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN PENDIDIKAN  

SUBKEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG ASPEK-ASPEK SOSIAL 
 

 

 



- 895 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
KEGIATAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI  

SUBKEGIATAN DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIFAT INOVATIF 
 

 

 

 



- 896 - 
 

 

KAB.KEP.SELAYAR 11.14 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUGSI DPRD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 897 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD 
SUBKEGIATAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



- 898 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 899 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

KEGIATAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN 
SUBKEGIATAN PEMBAHASAN KUA PPAS 

 

  
 



- 900 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



- 901 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBAHASAN APBD 
 

 



- 902 - 
 

 

 

SUBKEGIATAN PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



- 903 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 904 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

KEGIATAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 
SUBKEGIATAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN & HUKUM 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



- 905 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



- 906 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 
 

 



- 907 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREKONOMIAN 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



- 908 - 
 

 

PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM 
 

 



- 909 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENGAWASAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN OLEH BPK 
 

 



- 910 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN ANGGARAN 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



- 911 - 
 

 

SUBKEGIATAN PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH 
 

 



- 912 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DPRD 
SUBKEGIATAN ORIENTASI DPRD 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



- 913 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENDALAMAN TUGAS DPRD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 914 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENYEDIA KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 915 - 
 

 

SUBKEGIATAN PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 916 - 
 

 

SUBKEGIATAN PUBLIKASI DAN DOKEMENTASI DEWAN 

 



- 917 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

KEGIATAN PENYERAPAN & PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT 
SUBKEGIATAN PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 918 - 
 

 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 

KEGIATAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK 
SUBKEGIATAN PELAKSANAAN RESES

 



- 1 - 
 

LEVEL n : PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNGSIONAL MAP) 
KEGIATAN PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT 

SUBKEGIATAN PELAKSANAAN RESES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, 

 

MUH. BASLI ALI 

-919- 


